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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Penulis memberikan kesimpulan terhadap penulisan ini yaitu bahwa pada 

faktanya Uni Eropa berdiri sebagai sebuah organisasi supranasional. Uni Eropa 

tidak hanya sebagai organisasi supranasional, tapi juga sebagai organisasi 

internasional dan juga organisasi regional. Sehingga menyebabkan antara Uni 

Eropa dengan negara – negara anggotanya memiliki kesamaan dalam wilayah dan 

hubungan yang erat dibandingkan organisasi internasional lainnya yang tidak 

bersifat supranasional. Uni Eropa menjadi organisasi supranasional yang 

memberikan dampak kepada negara anggotanya yaitu kebijakan dan peraturan 

yang dibentuk oleh Uni Eropa langsung berlaku kepada negara anggota dan 

masyarakatnya.  

 Namun di dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Uni Eropa sebagai 

organisasi supranasional, negara anggota tetap memiliki kedaulatan dan 

kekuasaan atas negaranya sendiri. Sehingga tetap seperti pada organisasi 

internasional pada umumnya bahwa hal – hal yang dikeluarkan sebagai kebijakan 

Uni Eropa, adalah merupakan kesepakatan bersama negara – negara anggota yang 

ada di dalamnya. Akibat dari adanya kekuasaan dan kedaulatan dari negara 

anggota itu juga yang dapat memungkinkan terjadinya penarikan diri negara 

anggota dari Uni Eropa. Penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa merupakan 

hal yang baru dan belum diterapkan sebelumnya dalam hukum Uni Eropa. 

Sehingga dalam Perjanjian Lisbon dibahas dalam Pasal 50 mengenai penarikan 

diri negara anggota dari Uni Eropa tersebut menjadi suatu peraturan baru yang 

belum pernah diatur sebelumnya. Di dalam Pasal 50 tersebut dijelaskan mengenai 

tata cara proses penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa. Dalam pasal 

tersebut menjelaskan bahwa negara anggota yang hendak melakukan penarikan 

diri perlu memberikan notifikasi terlebih dahulu kepada Dewan Uni Eropa, dan 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 50 Perjanjian Lisbon tersebut. Pasal 50 

Perjanjian Lisbon juga mengatur mengenai apabila negara anggota hendak 

menarik diri dari Uni Eropa, maka negara anggota dapat membuat perjanjian 



 70 

penarikan diri, yang ditujukan untuk mengatur hubungan yang akan datang antara 

negara yang sudah menarik diri dengan Uni Eropa. Di dalam Pasal 50 tidak ada 

disebutkan mengenai hal apa saja yang perlu menjadi substansi dari perjanjian 

penarikan diri tersebut, sehingga menimbulkan perjanjian penarikan diri ini tidak 

memiliki kepastian hukum mengenai apa saja yang di atur dalam perjanjian 

tersebut. Padahal hubungan antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri 

mencangkup banyak hal dan banyak aspek, namun saat substansi dari perjanjian 

penarikan diri tersebut tidak diatur dapat menimbulkan risiko bagi kedua pihak 

dalam hal perjanjian penarikan diri tersebut.  

 Alasan berikutnya bahwa substansi dari perjanjian penarikan diri perlu di 

atur adalah karena penarikan diri satu negara anggota dari Uni Eropa tidak hanya 

berpengaruh terhadap Uni Eropa dan negara yang menarik diri saja, melainkan 

juga berpengaruh terhadap negara anggota lainnya yang masih tergabung di dalam 

Uni Eropa. Salah satu dampaknya terhadap negara anggota lainnya yang masih 

menjadi negara anggota dari Uni Eropa adalah hubungan atau kerja sama yang 

terdapat di antara negara anggota tersebut dengan negara yang menarik diri. 

Negara anggota Uni Eropa dan negara yang menarik diri saat masih bergabung 

menjadi negara anggota memiliki hubungan kerja sama tertentu. Atas kesamaan 

wilayah dan teritorial dari wilayah Eropa, kedua negara tersebut memiliki 

hubungan dan kerja sama dalam bidang – bidang tertentu. Namun saat salah satu 

pihak menarik diri dari Uni Eropa, hal tersebut dapat membuat hubungan antara 

negara yang menarik diri dan negara yang masih menjadi anggota dari Uni Eropa 

menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memiliki wadah untuk 

menampung kebutuhan negara yang menarik diri dalam hal berinteraksi dengan 

negara anggota lainnya yang terdapat dalam suatu wilayah yang sama maupun 

dengan Uni Eropa. Maka dari itu substansi dari perjanjian penarikan diri perlu di 

atur. Sehingga terdapat kepastian hukum mengenai hal apa saja yang dituangkan 

dalam perjanjian penarikan diri.  

 Substansi dari perjanjian penarikan diri itu sendiri melibatkan banyak 

aspek. Yang pertama adalah perlindungan hukum bagi masyarakat, baik 

masyarakat dari Uni Eropa, maupun masyarakat dari negara yang menarik diri. 

Penarikan diri suatu negara dari Uni Eropa tidak menutup kemungkinan terjadi 
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perpindahan penduduk satu pihak dengan yang lainnya. Selain itu juga terdapat 

masyarakat Uni Eropa di dalam negara yang menarik diri maupun sebaliknya. 

Sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat akan berubah seiring dengan 

penarikan diri yang dilakukan negara dari Uni Eropa. Hal yang kedua adalah 

keberlakuan dari hukum Uni Eropa terhadap negara yang menarik diri, lalu yang 

ketiga adalah keberlakuan perjanjian penarikan diri terhadap negara anggota Uni 

Eropa, maupun Uni Eropa sebagai organisasi internasional. Maupun negara yang 

menarik diri. Lalu yang keempat adalah penetapan wilayah dari masing – masing 

pihak. Yang kelima adalah hubungan antara negara yang menarik diri sebagai 

masyarakat internasional sebagai negara yang tidak lagi menjadi bagian dari Uni 

Eropa. Yang selanjutnya adalah perjanjian penarikan diri perlu diatur sehingga 

perjanjian penarikan diri tersebut bersifat adaptif, yang artinya adalah setiap hal 

yang diatur dalam perjanjian penarikan diri dapat di gunakan dalam situasi dan 

kondisi apa pun dimasa yang akan datang. Sifat adaptif dari hal yang diatur dalam 

perjanjian penarikan diri juga ditujukan agar tidak ada pihak yang dirugikan 

dalam hubungan Uni Eropa dengan negara yang menarik diri di masa yang akan 

datang.  

 Dari semua yang perlu di atur untuk menjadi substansi dari perjanjian 

penarikan diri, menimbulkan konsekuensi tertentu. Pengaturan mengenai 

perjanjian penarikan diri ini menimbulkan konsekuensi bahwa hubungan antara 

Uni Eropa dengan negara yang menarik diri mendapatkan kepastian hukum untuk 

hubungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua pihak mendapatkan 

kepastian hukum dengan diaturnya substansi yang perlu ada dalam perjanjian 

penarikan diri. Sehingga hubungan yang akan datang pun memiliki dasar dan 

wadah untuk kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.  

 

5.2 Saran  

 Dengan melihat fakta bahwa Uni Eropa adalah organisasi internasional 

yang memiliki sifat supranasional, pengaruh Uni Eropa sebagai organisasi 

berdampak besar bagi negara – negara yang menjadi negara anggota dari Uni 

Eropa. Sehingga menjadi penting untuk memberikan pengaturan mengenai 

perjanjian penarikan diri di dalam hukum Uni Eropa itu sendiri.  
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Maka dari itu disarankan mengenai langkah yang perlu di ambil oleh Uni 

Eropa sebagai organisasi supranasional adalah menetapkan inti dari substansi 

dalam perjanjian penarikan diri. Penetapan substansi tersebut membuat Uni Eropa 

memberikan kepastian hukum bagi negara – negara anggotanya, dan memberikan 

wadah untuk menampung kepentingan – kepentingan negara yang menarik diri 

maupun kepentingan Uni Eropa sendiri. Walaupun pengaturan mengenai 

penarikan diri dalam Uni Eropa yang sudah dituangkan dalam Pasal 50 Perjanjian 

Lisbon mengisyaratkan bahwa menjadi keputusan dari negara yang ingin menarik 

diri untuk membuat perjanjian penarikan diri, namun perjanjian penarikan diri 

tersebut berdampak juga kepada Uni Eropa, sehingga lebih baik terdapat 

peraturan mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri.  

Penetapan ketentuan mengenai substansi perjanjian penarikan diri tidak 

semata – mata untuk melindungi kepentingan Uni Eropa dan negara – negara 

anggotanya. Pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri juga berdampak 

kepada negara – negara lain di luar Uni Eropa dan kepada negara yang menarik 

diri itu sendiri. Sehingga lebih baik apabila Uni Eropa memiliki pengaturan yang 

mengatur mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri.  

Perjanjian penarikan diri perlu dibuat pengaturan mengenai substansi dari 

perjanjian tersebut adalah dengan tujuan agar kepentingan semua pihak yang 

mendapatkan dampak dari penarikan diri negara anggota tersebut tercakup dalam 

perjanjian penarikan diri. Sehingga Uni Eropa sebagai organisasi internasional 

yang menaungi negara – negara anggotanya perlu membentuk pengaturan 

mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri dengan membentuk sebuah 

perjanjian internasional yang disepakati oleh negara – negara anggota Uni Eropa, 

yang menjadi standar untuk substansi dari perjanjian penarikan diri.  
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